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PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Kemerdekaan merupakan hal yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia
sejak lama. Serangkaian kejadian dan perjuangan mengisi perjalanan terbentuknya
Republik Indonesia. Syarat berdirinya sebuah negara antara lain memiliki rakyat,
wilayah, kedaulatan serta organisasi politik. Pada awal kemerdekaan wilayah
Indonesia meliputi daerah bekas jajahan Hindia-Belanda yang terdiri dari Jawa
Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Sunda
Kecil. Disamping itu NKRI belum memiliki sistem pemerintahan yang tepat.
Sistem pemerintahan sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan negara. Pada
tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengangkat
presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta serta mengesahkan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pengangkatan tersebut
menandakan dimulainya sistem presidensil yang menempatkan presiden sebagai
pusat pemerintahan. Presiden Soekarno menyatakan konsep awal penyelengaraan
sebuah negara dengan menetapkan satu partai dan satu tentara Indonesia.

Pada masa awal terbentuknya pemerintah Indonesia masih terus mengalami
tantangan dari pihak asing. Pemerintah Belanda berusaha untuk merebut daerah
bekas jajahan dan menghancurkan pemerintahan Indonesia yang dianggap bersifat
fasis sebagai negara bentukan Jepang. Keadaan bangsa Indonesia yang masih belum

stabil mendorong para founding father untuk menyempurnakan proses penyatuan



negara. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dengan membentuk sebuah kabinet
presidensil pertama pada tahun 1945. Kabinet presidensil bertanggung jawab
langsung kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Kedudukan presiden merangkap sebagai perdana menteri sehingga para menteri
tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Pembentukan kabinet bertujuan untuk
memperkuat kedudukan Negara Republik Indonesia.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan
membentuk sebuah lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat bertujuan untuk
membantu tugas presiden pada tanggal 29 Agustus 1945. Anggota KNIP terdiri dari
tokoh masyarakat dari berbagai daerah dan bekas anggota panitia persiapan
kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo.
Seiring perkembangannya Komite Nasional Indonesia Pusat ditetapkan sebagai
pemegang kekuasaan legislatif sebelum dibentuknya Majelis Pemusyawaratan
Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Budiarjo, 2008, p. 331).
Sidang pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dilaksanakan pada
tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Sidang ini
menghasilkan rancangan pembentukan sebuah badan pekerja yang diketuai oleh
Sutan Syahrir. Hal ini berhubungan dengan tujuan awal pembentukan KNIP guna
membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan merupakan pemberian
pemerintah Jepang melainkan hasil usaha bangsa Indonesia sendiri. Dengan
dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat maka kekuasaan presiden telah

dibatasi.



Nama Sutan Syahrir tidak dapat dihilangkan dari serangkaian kejadian
perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Syahrir seakan menjadi
pelengkap diantara nama Soekarno-Hatta. Sutan Syahrir dikenal sebagai pegiat
politik. Melalui politik Syahrir mengungkapkan isi pikiran dan cita-citanya dalam
mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat.
Aktivitas politik Sutan Syahrir di tanah air telah terlihat sejak masa Hindia-Belanda.
Kedekatan Syahrir dengan Hatta selama menjalani masa pendidikan di Belanda
membawa Syahrir memasuki organisasi politik di Hindia-Belanda. Sentimen
Sjahrir terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta telah ada sejak masa pendudukan
Jepang di Indonesia karena menganggap Soekarno-hatta sebagai tokoh kooperatif
Jepang dan kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai pemberian Jepang jika
Soekarno-Hatta yang menjalani pemerintah.

Kebijakan pertama Sutan Syahrir sebagai ketua Badan Komite Nasional
Indonesia Pusat mengusulkan dibentuknya partai politik dan tidak menyetujui
usulan Partai Tunggal yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Soekarno.
Kebijakan didefinisikan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil seseorang
atau kelompok sebagai usaha serta cara untuk mencapai tujuan (Budiarjo, 2008, p.
12). Kebijakan politik melibatkan banyak pihak termasuk keikutsertaan masyarakat
dalam menentukan keputusan yang diambil. Menurut Sjahrir dalam bukunya yang
berjudul Perdjoangan Kita, seluruh pemerintahan harus demokratis sehingga
rakyat banyak masuk kedalam lingkungan pemerintahan. Alat-alat pemerintahan
juga harus di demokrasikan, sehingga mengecilkan jurang pertentangan antara

rakyat banyak.



Negara yang baru merdeka membutuhkan institusi politik mengelola
kekuasaan. Insitusi yang dianggap tepat adalah partai politik, oleh karena itu partai
politik didirikan untuk memfasilitasi dan menyalurkan kepentingan kelompok-
kelompok masyarakat melalui institusi yang legal (Adlin, 2013, p. 11). Partai
Politik sendiri dapat dikatakan sebagai penghubung antara kekuatan-kekuatan dan
ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi dan
mengaitkannya dengan aksi politik dalam masyarakat politik yang lebih luas
(Budiarjo, 1982, p. 14). Maklumat Pemerintah 3 November 1945 menjadi bentuk
realisasi pembentukan partai-partai yang berisi anjuran untuk membentuk partai-
partai politik sebagai penyaluran aliran paham dalam masyarakat.

Sutan Syahrir mengubah kedudukan KNIP sebagai badan legislatif yang
bertanggung jawab terhadap presiden. Dengan demikian sistem pemerintahan
Indonesia berubah menjadi parlementer. Kabinet pertama digantikan oleh Kabinet
Syahrir yang di ketuai Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pengangkatan Sutan
Syahrir sebagai perdana menteri mematahkan kemungkinan otoriterisme yang
melekat pada sebagian kaum nasionalis. Melalui kabinetnya Syahrir berhasil
memperjuangkan kemerdekaan dan demokrasi demi keamanan dan keutuhan
Indonesia pada awal kemerdekaan. Kabinet Syahrir memutuskan untuk melakukan
perundingan dengan pihak Belanda guna mengurangi adanya konflik bersenjata.

Kebijakan yang diambil Syahrir menimbulkan banyak tantangan selama
masa jabatannya sebagai perdana menteri. Tantangan tersebut datang baik dari luar
maupun dalam negara Indonesia sendiri. Pihak Belanda terus berusaha memisahkan

wilayah Indonesia dan membentuk negara baru didalam Negara Kesatuan Republik



Indonesia. Keadaan ini semakin diperburuk dengan munculnya pihak oposisi
pemerintah yang berusaha menjatuhkan kedudukan Syahrir sebagai perdana
menteri. Secara keseluruhan, kabinet pada periode 1945 hingga 1947 memiliki
masa jabatan yang singkat karena masing-masing partai memiliki ideologi dan
kepentingan yang berbeda, partai-partai dalam koalisi dapat mencabut dukungan
sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan kabinet sering berganti dan memiliki masa
jabatan rata-rata hanya delapan bulan pada awal kemerdekaan.

Dalam buku karya Indro P.Y. Nur yang berjudul “Pemikiran Politik Soetan
Syahrir dan Partai Sosialis Indonesia” berfokus terhadap pemikiran sosialis
demokratis yang dianut Sutan Sjahrir menggambarkan bagaimana kontribusi serta
peran Sjahrir dalam Partai Sosial Indonesia dalam rentang tahun 1960. Pada buku
ini juga dijelaskan bagaimana Syahrir mengadaptasi pemikiran sosialisme dan
penerapannya di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran
serta kebijakan Soetan Sjahrir dalam perjuangan kemerdekaan serta perubahan
sistem pemerintahan di Indonesia yang menjadi awal berlakunya sistem
parlementer di Indonesia menggantikan sistem presidensial yang dianggap sebagai
penerapan fasisme pasca kemerdekaan.

Sebagai pembanding penelitian yang relevan dan bersangkutan dengan tema
penelitian, peneliti juga membandingkan dengan skripsi berjudul “Sutan Syahrir,
Sosialisme dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia” karya Yohana mahasiswi
program studi Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma tahun 2010. Perbedaan
yang terdapat pada penelitian ini, terdapat pada periode dan fokus yang dipilih. Pada

penelitian ini, peneliti memilih fokus pada kontribusi Soetan Sjahrir dalam



perubahan sistem kepartaian Indonesia dimana dalam periode 1945-1947 Soetan
Sjahrir menjabat sebagai ketua Komite Nasional Indonesia Pusat membawa
dampak terhadap penerapan sistem multipartai di Indonesia, sedangkan skripsi
milik Yohana membahas secara menyeluruh peran Syahrir dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia dengan rentang waktu yang lebih luas.

Dalam buku “Sistem Politik Indonesia” karya Munandi Shaleh terdapat
bab yang menjelaskan tentang perkembangan sistem politik di Indonesia,
didalamnya menjelaskan sejarah sistem politik di Indonesia mulai prakolonial
hingga reformasi secara singkat namun tidak dijelaskan bagaimana proses
bagamaina perubahan sistem pemerintahan menjadi parlementer serta proses
adanya banyak partai.

Tahun 1945 hingga 1947 menjadi bagian penting dalam perjuangan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proses penyempurnaan sebuah negara
terus dilakukan. Sutan Syahrir seorang pegiat politik dan perdana menteri pertama
Indonesia turut memberi kontribusi dalam usaha menjaga kesatuan dan keamanan
bangsa Indonesia. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Sutan
Sjahrir: Peran dan Kebijakan dalam Kabinet Tiga Periode (1945-1947) yang
membahas peran dan kebijakan Sutan Syahrir dalam usaha mempertahankan
kemerdekaan Indonesia dari masa pergerakan hingga kabinet tiga periode dibawah

pimpinan perdana menteri Syahrir.



1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah

A. Pembatasan Masalah

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia membangun alat-alat negara
guna memperkuat posisi di dunia Internasional. Dalam menjalankan
pemerintahan, presiden dibantu oleh badan Komite Nasional Indonesia Pusat
yang diberikan wewenang menjalankan kekuasaan legislatif sementara dan
mengusulkan adanya partai-partai politik demi mewujudkan demokrasi rakyat.
Namun kondisi Indonesia di awal kemerdekaan masih mengalami konflik
dengan pemerintah Belanda. Kedatangan pemerintah kolonial Belanda yang
bertujuan menduduki kembali daerah Indonesia menimbulkan kekacauan.
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan wilayah telah dilakukan

dengan berbagai cara salah satunya melalui jalur diplomatik.

Pengangkatan Syahrir sebagai perdana menteri menjadi babak baru dalam
perjuangan Indonesia menghadapi pihak Belanda. Kontribusi Syahrir dalam
memperjuangkan kemerdekaan telah terasa sejak masa kolonial hingga Jepang
melalui organisasi-organisasi serta perjuangan bawah tanah yang memaksa
Syahrir untuk bertindak secara sembunyi-sembunyi. Dalam penelitian ini,
peneliti membatasi permasalahan secara temporal dari tahun 1945 sebagai awal
berlakunya sistem parlementer sampai tahun 1947 dimana menjadi tahun
berakhirnya masa jabatan kabinet Sjahrir Il1l. Mengenai batasan spasial
penelitian ini membahas peran dan kebijakan politik Sutan Syahrir dalam

kabinet tiga periode di Indonesia.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian menjelaskan peran dan kebijakan
Syahrir terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun
keberadaan Syahrir kurang disoroti sehingga masyarakat kehilangan minatnya
untuk mendalami lebih jauh bagaimana sosok Syahrir tumbuh pada era tersebut.
Sutan Sjahrir merupakan tokoh vital yang ikut mengisi perjuangan-perjuangan
bersama Soekarno-Hatta yang namanya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah penulis tetapkan, dengan demikian
maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik Sutan Sjahrir pada tahun 1945 sampai 1947?
2. Apa kebijakan politik Sutan Sjahrir dalam Kabinet Tiga Periode tahun 1945

sampai 1947?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian
Tujuan penilitian berdasarkan masalah yang disajikan pada uraian sebelumnya,

maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan serta aktivitas politik Soetan
Sjahrir.
2. Mendekripsikan peran politik Soetan Sjahrir pada tahun 1945 hingga 1947.

3. Mendeskripsikan kebijakan politik kabinet Syahrir tahun 1945 hingga 1947.



B. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:
a. Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber studi kepustakaan bagi
penelitian selanjutnya dengan tema penelitian peran dan kebijakan politik
Sutan Syahrir pada masa pergerakan hinga kabinet tiga periode serta
memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang bagaimana peran
Syahrir pada masa pergerakan dan penerapan kebijakan politik pada kabinet
tiga periode Syahrir.
b. Kegunaan Praktis
Dalam konteks praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber
dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah
Universitas Negeri Jakarta. Menjadi referensi dosen dalam mata kuliah
Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan sampai Orde Lama serta mata
kuliah Sejarah Politik dan Hubungan Internasional. Hasil dari penelitian ini
dapat melengkapi serta menambah koleksi ruang baca sejarah terutama pada

periode awal kemerdekaan dan orde lama.

1.4 Metode, Sumber, dan Sistematika Penulisan

A. Metode Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah disampaikan, penulis menggunakan
metode penelitian sejarah atau historis dengan menguji dan menganalisis secara

kritis rekaman dan peninggalan masa lalu berdasarkan data yang diperoleh
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(Gottschalk, 2008, p. 39). Metode penelitian sejarah mempunyai lima tahap:
pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi yang terdiri dari
analisis dan sintesis, dan penulisan. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif naratif dan secara keseluruhan merupakan studi kepustakaan.

1. Pemilihan Topik

Peneliti mengangkat topik peran serta kebijakan politik Sutan
Syahrir dalam kabinet tiga periode (1945-1947). Pemilihan topik dilakukan
karena peneliti tertarik terhadap riwayat hidup Soetan Sjahrir serta
kontribusi dan kebijakan dalam kabinet parlementer pertama menggantikan
sistem presidensil di bawah kepemimpinan Syahrir pada awal kemerdekaan
di Indonesia. Peran serta kebijakan Syahrir menjadi sangat penting pada
masa awal kemerdekaan sebagai bukti serta usaha bangsa Indonesia untuk
menjaga keutuhan serta kestabilan negara. Kebijakan Syahrir membawa
perubahan politik Indonesia pada masa itu.

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik merupakan tahap awal dalam penulisan. Setelah
menentukan topik yang dibahas. Pada tahap ini peneliti mencari sumber-
sumber data dari materi sejarah. Sumber yang dikumpulkan sesuai dengan
jenis sejarah yang akan diteliti (Kuntowijoyo, 2013, p. 73). Peneliti
menggunakan sumber primer berupa buku yang ditulis oleh Sutan Syahrir,
kumpulan tulisan Sutan Syahrir, serta arsip sezaman. Sumber sekunder

berasal dari buku-buku yang ditulis oleh penulis lain tentang biografi dan
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perjuangan tokoh Soetan Sjahrir serta buku-buku yang menjelaskan tentang
keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan.

Sumber-sumber penelitian ditemukan di Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia Salemba, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Merdeka Selatan serta Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Peneliti
menggunakan sumber-sumber arsip yang relevan seperti Maklumat Nomor
X 16 Oktober 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta,
Maklumat 3 November 1945 yang berisi “Pemerintah menyukai timbulnya
partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat
dipimpin ke jalur yang teratur segala aliran paham yang ada di masyarakat
(Budiarjo, 2008, p. 427)”. Naskah Perjanjian Linggarjati dan penanda
tanganan perjanjian Linggarjati.

Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber merupakan tahap selanjutnya yang berguna untuk
mengecek keabsahan sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber bertujuan
untuk melakukan pengkajian ulang karena tidak semua sumber memiliki
tingkat kebenaran yang sama. Verifikasi terbagi menjadi dua macam, yaitu
kritik intern untuk menguji kredibilitas sumber dan kritik secara ekstern
untuk menguji otentisitas penelitian dengan mencari data mengenai sumber
yang digunakan serta bentuk sumber yang digunakan masih dalam bentuk
asli atau tidak.

Pada tahap ini peneliti melakukan perbandingan anatara buku

Kesadaran Nasional Jilid 1I: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan
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karya Slamet Muljana Dan buku Dasar-Dasar lImu Politik karya Miriam
Budiarjo yang didalamnya membahas tentang partai politik dan sistem yang
diterapkan pada awal kemerdekaan. Dibahas secara tersirat tentang kabinet
Syahrir melalui tulisan dalam buku Kesadaran Nasional Jilid Il: Dari
Kolonialisme Sampai Kemerdekaan karya Slamet Muljana. Untuk
membuktikan keabsahan tersebut maka peneliti membandingkan dengan
buku yang membahas peran Syahrir pada awal kemerdekaan dan buku yang
membahas tentang kabinet-kabinet yang ada di Indonesia sejak awal
pembentukkannya. Peneliti melakukan penafsiran serta analisis terhadap
beberapa sumber yang didapat sehingga mendapatkan gambaran sejarah
yang utuh.

. Penafsiran (Interpretasi)

Pada tahap interpretasi ini diadakan penafsiran terhadap fakta-fakta
sejarah yang diperoleh dari kritik sumber. Pada tahap interpetasi penulis
melakukan penafsiran awal pada sumber dengan tujuan merekontruksi
sejarah yang didukung oleh analisis data-data yang telah didapatkan.
Interpretasi terbagi menjadi dua macam, yaitu analisis yang berarti
menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Tahap ini bertujuan
untuk mengurangi subjektifitas dalam penulisan. Dalam penelitian ini setiap
bab menggunakan berbagai sumber dari penulis yang berbeda sehingga bisa

mengkaji masalah secara lengkap dan rinci.
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5. Penulisan (Historiografi)

Pada tahap penulisan ini, hasil dari penelitian diungkapkan dalam
bentuk tulisan yang sistematis, logis dan jelas. Historiografi atau penulisan
sejarah merupakan rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau
berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses (Kuntowijoyo,
2013, p. 73). Penulisan harus berdasarkan fakta dengan memanfaatkan
sumber yang telah ditemukan dan data yang telah dianalisis serta
diinterpretasikan. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai
tiga bagian, yaitu (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode
deskriptif naratif. Metode ini menekankan pada fakta-fakta yang sesuai
dengan kejadian yang sebenarnya. Metode ini bertujuan untuk memberi
gambaran yang sistematis dan akurat sesuai dengan fakta-fakta serta
mencari hubungan antar kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini
membahas peran serta kebijakan Sutan Syahrir dalam Kabinet Syahrir pada

tahun 1945 hingga 1947 dari sudut pandang politik serta sejarah (historis).

B. Bahan dan Sumber Penelitian

Bahan sumber yang digunakan untuk penelitian dapat berupa sumber primer
dan sekunder. Sumber primer adalah sumber sezaman, dimana sumber tersebut
langsung sebagai sumber pertama, keasliannya dapat dipercaya dan merupakan
pelaku yang terlibat peristiwa sejarah. Sumber primer yang digunakan antara
lain dari kumpulan teks-teks yang ditulis oleh Soetan Sjahrir. Seperti buku

Sosialisme Pembangunan Indonesia berisi karya dan tulisan Sutan Syahrir
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mengenai pandangan sosialisme kerakyatan dan penerapannya di Indonesia.
Didalam buku ini berisi tulisan Sutan Syahrir yang dikumpulkan dari surat-surat
kabar pada masa Hindia-Belanda. Syahrir berusaha memberikan gambaran
yang jelas bagaimana sosialisme kerakyatan yang ia tuju dan membedakan
gerakan sosialis kerakyatan dengan komunisme.

Buku Mengenang Syahrir karya Rosihan Anwar (ed) berisi kumpulan
tulisan-tulisan tokoh-tokoh yang mengenal Syahrir sebagai teman, kawan
politik dalam gerakan nasional. Tokoh dalam buku ini yang menyampaikan
bagaimana perjuangan dan kedekatannya dengan Syahrir antara lain Salomon
Tas sebagai kerabat dekat Syahrir selama di Belanda dalam satu komunitas Club
Sosialis serta Mohammad Hatta dalam tulisannya sebagai kenangan masa
lampau bersama Syahrir. Buku ini menjadi tambahan yang tepat untuk membuat
gambaran secara utuh mengetahui perjuangan dalam mempertahankan
kemerdekaan Indonesia. Buku Perjuangan Kita yang merupakan tulisan
Syahrir sendiri berisi pandangan politik dan strategi yang harus dilakukan
bangsa Indonesia dalam masa revolusi. Buku ini memberikan pedoman kepada
masyarakat Indonesia tentang perjuangan yang harus dilakukan guna
memperkuat kedudukan bangsa Indonesia.

Buku Renungan Indonesia yang diterjemahkan oleh H.B Jassin berisi
kumpulan tulisan Sutan Syahrir selama ia menjalani masa pengasingan mulai
dari Digul hingga Syahrir dipindahkan ke Banda Neira. Melalui buku ini
peneliti dapat melihat pandangan yang luas dari sosok Syahrir yang tetap aktif

menulis dan menuangkan fikirannya dalam buku catatan serta surat yang ia
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tulis. Tulisan Syahrir menggambarkan suasana yang ia jalani selama masa
pengasingan.

Selain sumber primer peneliti juga menggunakan sumber sekunder yang
didapat buku-buku yang ditulis oleh penulis lain mengenai Biografi Soetan
Sjahrir baik biografi politik serta latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir.
Peneliti juga menggunakan sumber yang berkaitan dengan perjuangan Sutan
Sjahrir dalam pemerintahan pasca kemerdekaan, pemikiran sosialis demokratis
Sutan Sjahrir dan keterlibatan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia.

Peneliti menggunakan sumber sekunder yang didapatkan berupa beberapa
buku, jurnal ilmiah dan skripsi yang berkaitan dengan sistem kepartaian
Indonesia pada periode 1945 hingga 1947 seperti buku Kesadaran Nasional
Jilid 11: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan karya Slamet Muljana berisi
perjalanan politik Indonesia sejak masa Hindia-Belanda hingga kemerdekaan.
Buku Rosihan Anwar (ed) yang berjudul Sutan Sjahrir: Negarawan Humanis,
Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya yang menuliskan biografi Syahrir
dari segi politik dan pemikiran. Dalam bukunya dijelaskan keikutsertaan
Syahrir dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan
Indonesia.

Buku karya Rudolf Mrazek berjudul Sjahrir: Politik dan Pengasingan di
Indonesia. Dalam buku ini digambarkan biografi Syahrir secara lengkap.
Syahrir yang merupakan keturunan Minangkabau yang besar dengan
pendidikan barat, yang pada masa itu menggunakan Politik Etis kolonial

Belanda untuk memperoleh pendidikan. Syahrir pada tahun 1942 hingga 1945
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digambarkan sebagai sosok yang anti fasis dan memilih untuk melakukan
gerakan bawah tanah hingga ia diangkat menjadi perdana menteri pertama.
Berbeda dengan buku Rosihan Anwar, dalam buku ini Syahrir kurang
digambarkan secara lengkap tentang sosialisme demokratisnya namun Mrazek
menampilkan biografi yang lengkap tentang kehidupan Syahrir.

Tulisan dan karya lain seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang berfokus pada
peran dan kontribusi Syahrir melengkapi tulisan sebelumnya dan menjadi

referensi bagi peneliti untuk mendalami pemikiran Syabhrir.

. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dikelompokan dalam tiga bagian, yakni: pengantar, hasil
penelitian dan kesimpulan. Setiap bab berisi sub-bab yang saling berkaitan dan
menunjukan fakta. Penelitian ditulis dalam lima bab guna mempermudah
pemahaman serta gambaran dalam merekonstruksi peran dan kebijakan Soetan
Sjahrir pada masa pergerakan hingga kabinet tiga periode dalam rentang tahun
195-1947, dimana akan dituliskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: PENDAHULUAN secara garis besar berisi latar belakang,
tujuan dan manfaat, dan metode penulisan serta bahan sumber yang digunakan
peneliti untuk melakukan penelitian.

Bab Il: RIWAYAT HIDUP SUTAN SYHARIR menguraikan aspek-
aspek dalam memahami tokoh Soetan Syahrir yang terdiri dari: Riwayat hidup
Sutan Sjahrir, latar belakang pendidikan Soetan Sjahrir, Latar belakang

pemikiran Sosialisme Kerakyatan Indonesia.
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Bab I11I: PERAN POLITIK SUTAN SYAHRIR (1929-1945) yang
memuat aspek-aspek pemahaman terhadap peran Sutan Syahrir sebelum
kemerdekaan, peran Sutan Syahrir pada awal kemerdekaan, serta pemikiran
Syahrir dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan pendorong
terhadap muncul sistem partai dan perubahan terhadap sistem pemerintahan
Indonesia dari Sistem Presidensil menjadi Sistem Parlementer.

Bab 1V: KEBIJAKAN POLITIK SUTAN SYAHRIR DALAM
KABINET TIGA PERIODE memuat tentang kebijakan yang dilakukan oleh
perdana menteri pertama Sutan Syahrir dalam menjalankan kabinet Syahrir I, 11
dan 1.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian.



